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Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu,  Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang
memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar
peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Nomor 6 Tahun 2003 yaitu, setiap narapidana dan
tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Mengenai sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam
Pasal 9 yaitu, memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan
pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang melanggar tata tertib Lapas dan penerapan sanksi
yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib lembaga
pemasyarakatan, dan faktor penghambat tercapainya keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. 
Data dalam penulisan ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder
dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi yang diterapkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib lapas
dilakukan berdasarkan tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran tingkat ringan dikenakan hukuman disiplin peringatan teguran,
pelanggaran tingkat sedang dikenakan hukuman disiplin peringatan tertulis, dan pelanggaran tingkat berat dikenakan hukuman
disiplin tutupan sunyi, pencabutan hak-hak, dan dipindahkan ke lapas lain. Faktor-faktor penghambat tercapainya keamanan dan
ketertiban lembaga pemasyarakatan yaitu kurangnya pemahaman hukum dari pihak petugas sekaligus kurangnya tenaga petugas
lapas, tidak tersedianya ruang isolasi (ruang tutupan sunyi) dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak. 
Disarankan kepada Lapas Klas II A Banda Aceh untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah diatur
di dalam Undang-Undang, perlu adanya tambahan personil serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada, dan
juga disarankan agar menyediakan ruang pengasingan (ruang isolasi) sel kecil yang berukuran 3.5 x 2.5 m bagi narapidana yang
melanggar tata tertib.
